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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut :
1. Konsonan
HurufArab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidakdilambangkan Tidak dilambangkan
ب Ba b Be
ت Ta t Te
ث Sa s es (dengan titik di atas)
ج Jim j Je
ح Ha h ha (dengan titik di bawah)
خ Kha kh ka dan ha
د Dal d De
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas)
ر Ra r Er
ز Zai z Zet
س Sin s Es
ش Syin sy es dan ye
ص Sad s es (dengan titik di bawah)
ض Dad d de (dengan titik di bawah)
ط Ta t te (dengan titik di bawah)
ظ Za z zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ Apostrofter balik
غ Gain g Ge
ف Fa f Ef
ق Qaf q Qi
ك Kaf k Ka
ل Lam l El
م Mim m Em
ن Nun n En
و Wau w We
ھ Ha h Ha
ء Hamzah ’ Apostrof
Y Ya Ye
xiii
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberita        
ndaapa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda   
( ’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau menotong dan vokal r angka p atau dipotong.
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harakat, transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َا Fathah A A
 ِا Kasrah I I
 ُ ا Dammah U U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َٔى Fathah dan yaa’ Ai a dan i
 َؤ Fathah dan wau Au a dan u 
Contoh:
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa
 َلْﻮَھ : haula
xiv
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupah uruf dan tanda, yaitu :
HarakatdanHuruf Nama HurufdanTanda Nama
 َى…│  َا … Fathah dan alif atau
yaa’
a A dan garis di 
atas
ى Kasrah dan yaa’ i i dan  garis di 
atas
 ُو Dhammmah dan
waw





 ُتْﻮُﻤَﯾ : yamuutu
4. Taa’ marbuutah
Transliterasi untuk taa’marbuutahada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya
adalah. Sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah.
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
makataa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha.
xv
Contoh :
 ُﺔَﺿْوَﺮِﻟﺎَﻔ ْطَْﻻا : raudah al- atfal
 ُﺔَﻨ ْﯾِﺪَﻤﻟاُﺔَﻠِﺿﺎَﻔ ْﻟا : al- madinah al- fadilah
 ُﺔَﻤْﻜِﺤْﻟا : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf  (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh :
ﺎَﻨﱠﺑ َر : rabbanaa
ﺎَﻨ ْﯿ ﱠﺠَﻧ : najjainaa
 ﱡﻖَﺤْﻟا : al- haqq
 َﻢ ﱢﻌُﻧ : nu”ima
 ﱞوُﺪَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf
kasrah ( ّﻲِﺑ) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i.
Contoh :
 ﱞﻲِﻠَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
 ﱞﻲِﺑَﺮَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)
xvi
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلا
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh :
 ُﺲﻤ ﱠﺸﻟا : al-syamsu (bukanasy-syamsu)
 ُﺔَﻟَﺰﻟ ﱠﺰﻟَا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔَﻔَﺴﻠ َﻔ َْﻟا : al-falsafah
 ُدَﻼِﺒ ْﻟَا : al-bilaadu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh :
 َنْوُﺮُﻣْﺎَﺗ : ta’muruuna
 ُعْﻮﱠﻨﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲَﺷ : syai’un
 ُتْﺮُِﻣا : umirtu
xvii
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dariAl-Qur’an), al-hamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu




9. Lafz al- Jalaalah ( ّٰﷲ)
Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa
huruf hamzah.
Contoh :
 ِ ٰͿُّﺎﻨ ْﯾ ِد diinullah ِ ّٰﷲﺎِﺑ billaah
Adapun ta amar buutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf t.
contoh :
            hum fi rahmatillaah
xviii
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bilanama diri
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:
Wa ma muhammadunillaarasul
Inna awwalabaitinwudi’ alinnasilallazii bi bakkatamubarakan
Syahruramadan al-laziiunzilafih al-Qur’a
Nazir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al- Farabi
Al-Gazali
Al-Munqiz min al-Dala
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anakdari) dan Abu (bapak
dari) sebagainama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagaimana khir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
xix
Contoh:
Abu Al-Wafid Mummad IbnRusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :
swt. = subhanallahuwata’ala
saw. = sallallahu ‘alaihiwasallam
r.a = radiallahu ‘anhu
H = Hijriah
M = Masehi
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4
HR = Hadis Riwayat
xx
ABSTRAK
Nama : Nurfadillah Ridwan
NIM : 10300113175
Judul : Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Pengadilan Negeri 
Sengkang (Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam)
Studi ini mengkaji tentang Tindak pidana pembunuhan berencana di 
Pengadilan Negeri Sengkang (Analis Perspektif hukum pidana Islam). Adapun 
rumusan masalahnya yaitu Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan 
Negeri Sengkang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 
pembunuhan berencana, bagaimana efektivitas putusan hakim terhadap pelaku 
tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang, dan 
bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di 
Pengadilan Negeri Sengkang  Perspektif hukum pidana Islam.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan (field 
research), yang dalam penelitian hukum disebut sebagai penelitian empiris.
Dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus dan 
pendekatan syar’i (hukum Islam). Sumber data penelitian ini adalah data primer 
yang diperoleh oleh Hakim dan Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang, dan data 
sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data 
wawancara dan studi dekomentasi. yang diolah dan dianalisis deskriptif  kualitatif 
sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dari permasalahan. Penelitian ini 
berlokasi di Pengadilan Negeri Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana 
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri 
Sengkang. Dasar pertimbangnnya berdasar kepada surat dakwaan dari jaksa 
penunutut umum (JPU) yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan dasar 
pemeriksaan, yang kemudian akan dibuktikan sesuai alat bukti yang diajukan 
dalam proses pembuktian, dan keterangan saksi, serta dalam hal ini seorang hakim 
memperhatikan faktor umur pelaku tindak pidana tersebut, posisi dalam keluarga 
serta hal-hal yang dapat meringankankan dan hal-hal yang dapat memberatkan 
terdakwa, sebelum diputuskannya hukuman bagi terdakwa tindak pidana tersebut. 
Sehingga dalam hal ini, pihak Pengadilan Negeri Sengkang dapat menarik sebuah 
fakta hukum. 2) Bagaimana efektivitas putusan hakim terhadap pelaku tindak 
pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang. Dalam hal ini, 
seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi (hukuman) bagi pelaku tindak pidana 
pembunuhan berencana menerapkan suatu hukuman yang bisa membuat si pelaku 
jerah untuk melakukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Penjatuhan 
hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasar kepada Pasal 
340 KUHP (kitab Undang-undang hukum pidana). Karena di dalam KUHP 
xxi
tersebut tertera tentang penjatuhan sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak 
pidana pembunuhan berencana. 3) Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku 
pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang Perspektif hukum pidana 
Islam. Menurut hukum pidana Islam, kisas  itu tidak dilakukan bila yang 
membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan 
membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, 
misalnya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh 
hendaklah membayarnya dengan baik, tanpa menangguh-nangguhkannya. bila 
ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh 
yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, 
Maka terhadapnya di dunia diambil kisas dan di akhirat dia mendapat siksa yang 
pedih. Dengan demikian, sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana di 
Pengadilan Negeri Sengkang Perspektif Hukum Pidana Islam didasarkan kepada 
jenis kasus yang dilakukan oleh pihak terdakwa, karena dalam hal ini, ketika 
seorang terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berarti dia 
harus dihukum kisas sebagaimana yang terdapat dalam peraturan hukum Islam.
Implikasi penelitian ini adalah: 1) Diharapkan dalam kasus tindak pidana
pembunuhan berencana ini, diadakan suatu pengkajian pemahaman hukum 
dikalangan masyarakat, karena minimnya pemikiran dan pemahaman hukum 
dikalangan masyarakat, sehingga menciptakan suatu tindak pidana. 2) Diharapkan 
bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang 
memperhatikan prosedur dalam beracara di Pengadilan Negeri Sengkang, agar 
tidak terjadi kesalah pahaman dalam berperkara di Pengadilan Negeri Sengkang.
3) Bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri 
Sengkang agar kiranya memperhatikan dampak terhadap sanksi pidana yang akan 
ditimbulkan dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada zaman modern ini, berkembang baik suatu ilmu pengetahuan yang 
cenderung memandang segala gejala dalam masyarakat dengan kacamata psikologi. 
Sering terdengar bahwa suatu tindakan pemerintah dikatakan: menurut pikiran biasa
benar, tetapi psikologis kurang tepat; atau sebaliknya menurut pikiran biasa kurang 
benar tetapi psikologis memuaskan. Maksud ucapan-ucapan ini adalah bahwa harus 
lebih diperhatikan kesan orang-orang perseorangan terhadap tindakan pemerintah 
tertentu. Dengan demikian, ada kecenderungan untuk lebih mengutamakan hal-hal 
yang dulu terlalu mudah dinamakan “subjektif” atau  “ tidak objektif”. Pengaruh 
perkembangan ilmu pengetahuan semacam ini tampak juga pada masalah hukum-
hukum pidana.1
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan 
dilarang yang disertai ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar larangan 
tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni 
KUHP dan diluar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-
undangan. 2 Salah satu contoh kejahatan tindak pidana yang dimuat dalam buku II 
adalah pembunuhan berencana.
                                                                  
1Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia (Cet. I;Bandung: PT.Refika 
Aditama, 2003), h.174.
2Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana  (Cet. I;Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,2002), 
h.67.
2Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana 
terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam  Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-undang 
hukum pidana) yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana 
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 
rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu  
tertentu, paling lama dua puluh tahun”.  Di Indonesia jenis pembunuhan yang bersifat 
umum di atur pula dalam Pasal 338 KUHP  yang berbunyi “Barang siapa dengan 
sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana 
penjara paling lama lima belas tahun”. Hal ini berbeda dengan jenis tindak pidana 
pembunuhan secara pemberatan di atur dalam Pasal 339 yang berbunyi “Pembunuhan 
yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan 
dengan maksud untuk mempersiapkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana 
dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang 
diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup 
atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.3 Ketiga Pasal tersebut 
secara rinci telah menjelaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut.
Dalam titel II Buku I KUHP yang berjudul “Hukuman” (Straffen), tergambar 
sistem hukuman pidana yang diturut di Indonesia. Sistem ini sederhana hanya 
disebutkan dalam Pasal 10, empat macam hukuman pokok yaitu: (1) hukuman mati, 
(2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, (4) denda. Dan tiga macam hukuman 
tambahan:  (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu, 
dan (c) pengumuman putusan hakim.4 Di Indonesia hukuman hanya dapat diberikan 
                                                                  
3Tim redaksi, KUHP &KUHAP (Cet. I; Yogjakarta:Certe Pose, 2014), h. 87.
4Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas hukum pidana di Indonesia (Cet. I; Bandung: PT.Refika 
Aditama, 2003),  h.175.
3kepada orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana yang melanggar aturan yang 
telah di tetapkan oleh pemerintah. Orang yang dimaksud dalam hal ini  sering disebut 
sebagai subjek hukum.
Salah satu contoh terhadap subjek hukum dalam rumusan tindak pidana yang 
terdapat pada pasal 338 adalah satu orang, bukan beberapa orang. Karena pada  Pasal 
338 KUHP menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
Jelas yang dimaksudkan dengan barang siapa (Hij die) adalah orang, dan orang ini 
hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang.5 Akan tetapi pada  
kenyataan yang sebenarnya di Indonesia, seseorang dalam melakukan suatu tindak  
pidana pembunuhan membutuhkan bantuan dari orang lain agar kejahatannya bisa 
terlaksana dengan baik, sehingga dalam hal ini membutuhkan penyertaan.
Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut 
serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun pisik dengan 
melakukan masing-masing perbutan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-
orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan 
masing-masing dari mereka berbeda dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama 
apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap 
peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu 
terjalinlah satu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan oleh yang 
satu menunjang perbuatan orang lainnya yang semuanya mengarah pada satu ialah 
terwujudnya tindak pidana.6 Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkang 
dalam pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan mededader
                                                                  
5Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, h.67.
6Adami Chazawi, Pelajaran hukum pidana, h.71.
4(disebut para peserta, atau para pembuat), dan pasal 56 mengenai medeplichtige
(pembuat pembantu).7 Sebagaimana Pasal 55 yang berbunyi:
1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta 
melakukan perbuatan;8
b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan 
kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau 
dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja 
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.9
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang di 
perhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 
Dan sebagaimana pula  pasal 56 yang berbunyi:
Dipidana sebagai pembantu kejahatan;
a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 
melakukan kejahatan.10
Di Indonesia, seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana kejahatan, 
salah satunya adalah pembunuhan berencana. Memiliki suatu kehendak kesengajaan 
dalam menghilangkan nyawa orang lain. Tanpa memikirkan dampak yang akan di 
                                                                  
7Adami Chazawi, Pelajaran hukum Pidana, h.78.
8 Tim Redaksi, Kuhp (kitab undang-undang hukum pidana) & Kuhap (kitab undang-undang 
hukum acara pidana), h.18.
9 Tim Redaksi, Kuhp (kitab undang-undang hukum pidana) & Kuhap (kitab undang-undang 
hukum acara pidana), h.18.
10Tim Redaksi, Kuhp (kitab undang-undang hukum pidana) & Kuhap (kitab undang-undang 
hukum acara pidana), h.19.
5timbulkan oleh keduanya. Dalam hal ini, Tindak pidana pembunuhan berencana ini 
dapat terjadi apabila adanya suatu kehendak kesengajaan.11
Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada 
terwujudnya perbutan sedangkan menurut pendapat yang lain kesengajaan adalah 
kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan.12
Masalah pembunuhan berencana ini, banyak menimbulkan pendapat dari
beberapa kalangan. Ada yang mendefinisikan bahwa pembunuhan berencana dalam 
KUHP  adalah suatu tindak pidana kejahatan terhadap nyawa yang disertai dengan 
rencana terlebih dahulu yang ancaman pidananya terdapat pada Pasal 340 tentang 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Pembunuhan berencana ini juga 
cenderung diartikan sebagai suatu tindakan yang menggerikan yang si pelaku akan 
disiksa dalam neraka, dimurkai dan dilaknat oleh Allah menurut pandangan hukum 
Islam.
Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang 
termaktub di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Muhammad saw. Setiap orang 
Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang Islam 
hendaknya memperhatikan setiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar 
(Halal) dan yang salah (Haram).13
Tidak satu agamapun di dunia ini yang memandang hidup manusia begitu suci 
sehingga membunuh satu orang di anggap membunuh semua orang, dan siapa pun 
                                                                  
11Moeljatno,  Asas-asas Hukum Pidana (Cet. VI ;Jakarta: PT Rineka Cipta,2000), h.171
12Moeljatno,  Asas-asas Hukum Pidana, h.171.
13A.RAahman I,Doi,  Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Cet.I; Jakarta: PT  
RajaGrafindo Persada, 2002), h.1.
6yang menyelamatkan jiwa seseorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup seluruh 
umat manusia.14
Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 178.
                              
                           
                   
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan 
orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 
hamba dan  wanita dengan wanita.  Maka barangsiapa yang mendapat suatu 
pemaafan dari saudaranya,  hendaklah  (yang mema'afkan)  mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah  (yang diberi ma'af)  membayar  (diat)  kepada  yang  
memberi  maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu 
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas 
sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.15
Allah berfirman dalam Q.S Al-baqarah/2: 179.
                
Terjemahnya:
Dan  dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang 
yang berakal, supaya kamu bertakwa.16
                                                                  
14A.Rahman I.Doi, Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah, h. 298.
15Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: CV Penerbit Mulya,  
2009), h.27.
16Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.27.
7Allah berfirman dalam QS. Al maidah/5: 32.
                       
                       
                    
Terjemahnya :
Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa : 
barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu 
(membunuh) orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, 
maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa 
yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah 
memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesengguhnya telah datang kepada 
mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, 
kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas 
dalam berbuat kerusakan di muka bumi.17
Al-Quran telah memerintahkan agar melindungi kehidupan manusia. Allah berfirman 
dalam QS. al-An’am/6: 151 menyatakan:
                        
                         
                       
    
Terjemahnya: 
Katakanlah : “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh tuhanmu, 
yaitu: jangalah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah 
terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu 
                                                                  
17Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.113.
8karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada 
mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik 
yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu 
membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan 
sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh tuhanmu 
kepadamu supaya kamu memahami(nya).18
Dijelaskan pada ayat ini bahwa pembunuhan telah dibedakan dengan merusak 
kehidupan yang membawa adanya tuntutan pengadilan. Hanya hakim yang 
berwenang yang dapat memutuskan apakah seseorang harus kehilangan hak hidupnya 
atau tidak, dengan mengabaikan hak hidup dan kedamaian orang lain. Nabi  Saw 
bersabda: dosa paling besar adalah mempersyarikatkan Allah dan membunuh 
manusia.19
Seseorang boleh mencabut hak hidup orang lain karena kelima hal berikut ini :
1. Hukum balas (kisas) bagi pelaku kejahatan yang
      membunuh seseorang dengan sengaja.20
2. Dalam perang (jihad) melawan musuh Islam. Lazim bila beberapa pejuang 
terburuh.21
3. Hukuman mati bagi pengkhianat yang mencoba menggulingkan Pemerintah 
Islam (fasad fit al-Ardh).22
4. Lelaki atau perempuan yang telah menikah, dijatuhi hukuman hadd karena 
berzina.23
5. Orang yang melakukan perampokan (hirabah).24
                                                                  
18Kementerian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 148.
19A.Rahman I.Doi,  Penjelasan Lengkap hukum-hukum Allah (Syariah), h. 298.
20A.Rahman I.Doi,  Penjelasan Lengkap hukum-hukum Allah (Syariah), h. 298. 
21A.Rahman I.Doi,  Penjelasan Lengkap hukum-hukum Allah (Syariah), h. 298.
22A.Rahman I.Doi,  Penjelasan Lengkap hukum-hukum Allah (Syariah), h. 298.
23A.Rahman I.Doi,  Penjelasan Lengkap hukum-hukum Allah (Syariah), h. 298. 
24A.Rahman I.Doi,  Penjelasan Lengkap hukum-hukum Allah (Syariah), h. 298.
9Membunuh seorang muslim merupakan tindakan, yang sangat mengerikan. 
Setelah dihukum hadd, si pelaku masih akan disiksa dalam neraka, dimurkai dan 
dilaknat oleh Allah.25
Dari uraian di atas dijelaskan bahwa hanya hakim yang berwenang dalam 
memutuskan apakah seseorang dapat kehilangan hak hidupnya atau tidak, karena di 
Indonesia dikenal  sebagai negara hukum, yang memiliki berbagai jenis peraturan. 
Disinilah peranan pengadilan dalam pengambilang suatu keputusan dalam 
menyelesaikan suatu tindak pidana.
Proses pengambilan keputusan dalam lingkup Pengadilan dilakukan setelah 
ketua Majelis/Ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan tertutup (pasal 182 ayat 
(2) KUHAP) maka hakim mengadakan musyawarah yang dipimpin Ketua 
Majelis/Ketua sidang yang mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda 
sampai hakim yang tertua. Pertanyaan dimaksudkan adalah bagaimana pendapat dan 
penilaian hakim yang bersangkutan terhadap perkara tersebut.26
Hakim yang bersangkutan mengutarakan pendapat dan uraiannya dimulai 
dengan pengamatan dan penelitiannya tentang hal formil barulah kemudian tentang 
hal materil, yang kesemuanya didasarkan atas “surat dakwaan” penuntut umum.27
Setelah masing-masing hakim Anggota Majelis mengutarakan 
pendapat/pertimbangan dan keyakinanya atas perkara tersebut maka dilakukan 
musyawarah untuk mufakat. Ketua Majelis berusaha agar diperoleh permufakatan 
bulat (pasal 182 ayat (2) KUHAP). Tetapi jika mufakat bulat tidak diperoleh maka 
                                                                  
25A.Rahman I.Doi,  Penjelasan Lengkap hukum-hukum Allah (Syariah), h. 299.
26Leden Marpaung,  Proses penangan perkara pidana (Cet. I;Jakarta: Sinar Grafika, 1992),  
h. 407.
27 Leden Marpaung,  Proses penangan perkara pidana ,  h. 407.
10
putusan hakim masing-masing berbeda pendapat/pertimbangan sehingga “suara 
terbanyak” pun tidak dapat di peroleh. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang 
dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa (pasal 182 ayat 
(6) KUHAP). Pelaksanaan (proses) pengambilan “putusan” tersebut dicatat dalam 
buku “himpunan putusan” yang disediakan secara khusus untuk itu sifatnya 
rahasia.28.
Dengan demikian,  penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan  kasus 
pembunuhan berencana telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Sehingga 
KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dapat dijadikan sebagai rujukan dalam  
penjatuhan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Salah satunya pembunuhan 
berencana, yang berlandaskan kepada Pasal 340 KUHP. Dan pembunuhan yang 
bersifat umum yang berlandaskan kepada  Pasal 338 KUHP. Maupun pembunuhan 
dalam keadaan pemberatan terdapat pada Pasal 339 KUHP . Dalam hal ini, ketiga 
Pasal tersebut, dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menegakkan keadilan. Dengan 
melihat jenis tindak pidana yang telah dilakukan oleh subjek hukum tersebut. Subjek 
hukum yang dimaksudkan disini adalah orang.
Pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana dengan sengaja 
menghilangkan nyawa orang lain dengan rencana terlebih dahulu sebelum tindak 
pidana itu dilakukan. Dari tahun ke tahun, di Indonesia, banyak orang yang  
melakukan suatu  tindak pidana kejahatan. Salah satunya adalah tindak pidana 
pembunuhan berencana. Faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana 
memiliki berbagai macam alasan yang membuat si pelaku tindak pidana tersebut 
melakukannya, tanpa melihat dampak yang akan di timbulkan ketika melakukan 
                                                                  
28Leden Marpaung,  Proses penangan perkara pidana,  h. 408.
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suatu tindak pidana tersebut. Di Indonesia dikenal sebagai Negara hukum, yang 
memiliki jenis peraturan terhadap tindak pidana. Yang barang siapa melakukan suatu 
tindak pidana akan mendapatkan sangsi atau hukuman sesuai dengan perbuatan yang 
dia lakukan yang di muat dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).
Oleh karena itu penulis berusaha melihat paradigma dan pemahaman  
masyarakat terhadap judul yang telah di angkat sebagai judul Skripsi. Dengan 
mengfokuskan arah pandangan kita terhadap dasar pertimbangan hakim Pengadilan 
Negeri Sengkang dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembunuhan 
berencana dan efektifitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan 
berencana di Pengadilan Negeri Sengkang. dan sanksi pidana bagi pelaku 
pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang Perspektif hukum pidana 
Islam.
Maka penulis menggangap bahwa judul “Tindak pidana pembunuhan 
berencana di Pengadilan Negeri Sengkang (Analisis Perspektif hukum pidana 
Islam)” dapat dijadikan sebagai suatu bentuk pembelajaran mengenai bagaimana 
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 
pembunuhan berencana dan bagaimana efektivitas putusan hakim terhadap tindak 
pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang dan sanksi pidana 




Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka dirumuskan pokok masalah sebagai 
berikut:
Bagaimana tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang 
(Analisis Perspektif hukum pidana Islam).
Berdasarkan pokok masalah tersebut dirumuskan sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana efektifitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana 
pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang?
3. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana di Pengadilan 
Negeri Sengkang Perspektif hukum pidana Islam?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus penelitian
Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri sengkang. Dalam 
penelitian ini pihak Pengadilan Negeri Sengkang memiliki wewenang dalam 
memberikan keputusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh 
karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan 
hakim pengadilan Negeri Sengkang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 
tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana efektiitas putusan hakim 
terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri 
Sengkang dan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana di Pengadilan 
Negeri Sengkang Perspektif  hukum pidana Islam.
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2. Deskripsi fokus
Adapun judul skripsi ini adalah “Tindak pidana pembunuhan berencana di  
Pengadilan Negeri Sengkang (Analisis perspektif hukum pidana Islam)”. Dengan 
demikian dapat diberikan penjelasan terhadap judul tersebut agar kiranya tidak terjadi 
kesalah pahaman dalam memberi pengertian terhadap penelitian ini, maka penulis 
akan mendeskripsikan pengertian dari beberapa variabel yang dianggap penting.
a. Tindak pidana merupakan  suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman;  
setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai  kejahatan atau pelanggaran baik 
yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.29
b. Pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan rencana 
terlebih dahulu.30
c. Pengadilan adalah rumah atau bagunan tempat untuk mengadili perkara.31
d. Perspektif Hukum pidana Islam  merupakan pandangan atau sudut pandang 
mengenai suatu peraturan hukum mengenai pidana ; Hukum yang mencakup  
keharusan dan larangan serta bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman 
(pidana ) terhadapya yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis.32
                                                                  
29 Zulkifli dkk,  Kamus Hukum (Cet. I; Surabaya: Grahamedia Press, 2012), h.383.
30 Zulkifli dkk,  Kamus Hukum, h.327.
31“Kamus Besar Bahasa Indonesia online”. Blog www.KamusBahasaIndonesia.org (11 
November 2016).
32Zulkifli dkk,  Kamus Hukum, h.207, 219.
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D. Kajian Pustaka
Kajian pustaka ini berisi teori-teori yang relevan dalam masalah penelitian 
tersebut. Pada bagian ini berisi tentang pemahaman terhadap lieratur-literatur yang 
telah tersedia. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun pemahaman terhadap teori 
yang menjadi patokan dalam studi penelitan tersebut.
Dalam penulisan skripsi ini penulis dapat mengemukakan beberapa referensi 
yang dijadikan rujukan dalam mengkaji masalah terkait dengan judul diatas, antara 
lain :
1. Adami Chazawi dalam bukunya Pelajaran hukum pidana. Yang salah satu dari 
bagian isi bukunya membahas tentang penyertaan dalam tindak pidana 
pembunuhan berencana.
2. Tim Redaksi dalam bukunya Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) 
dan Kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), yang salah satu 
dari bagian isi bukunya menjelaskan tentang penjatuhan  hukuman kejahatan 
terhadap tindak pidana, salah satunya kejahatan terhadap nyawa. Dan juga 
membahas mengenai hukum acara pidana. 
3. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Asas-asas hukum pidana di Indonnesia 
yang salah satu dari bagian isi buku tersebut  membahas tentang sistem 
hukuman pidana (Strafstelsel) di Indonsia.
4. Moeljatno, dalam bukunya Asas-asas hukum pidana, yang salah satu dari 
bagian isi buku tersebut menjelaskan bahwa kehendak kesengajaaan yang 
dilakukan dalam tindak pidana pembunuhan berencana adalah kehendak yang 
di arahkan pada terwujudnya perbuatan pidana pada umumnya hanya pada 
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barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan 
diketahui.
5. A.Rahman I.Doi dalam bukunya Penjelasan lengkap hukum-hukum Allah 
(Syariah) yang salah satu dari bagian isi buku tersebut menjelaskan 
pandangan hukum islam tentang pembunuhan berencana.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini dilakukan yaitu:
a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
b. Untuk mengetahui efektifitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana 
pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang.
c. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana di 
Pengadilan Negeri Sengkang Perspektif hukum pidana Islam.
2. Kegunaan penelitian
Adapun kegunaan penelitian penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pembelajaran 
mengenai tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang 
(Analisis perspektif hukum pidana Islam).
b. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah dan memperluas wawasan 
terhadap literatur-literatul yang sudah ada mengenai tindak pidana pembunuhan 
berencana.
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c. Untuk memberikan motivasi sekaligus untuk mewujudkan suatu karya ilmiah yang 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang 




A. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan 
dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan  
tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni 
KUHP dan di luar kodifikasi yang tersebar luas dalam berbagai peraturan per-
Undang-undangan. Di dalam KUHP dimuat dalam buku II mengenai jenis kejahatan 
dan buku III mengenai pelanggaran. Tindak pidana yang dirumuskan baik sebagai 
kejahatan maupun pelanggaran yang ditujukan kepada orang (subjek hukum pidana).1
Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu “stafbaar feit”.2 Strafbaar feit, terdiri dari 3 kata, yakni straf,
baar dan feit. Secara Literlijk kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau 
boleh dan “feit” adalah perbutan. Dalam kaitanya dengan Istilah strafbar feit secara 
utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum, pada hal sudah lazim 
hukum itu adalah berupa terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama 
dengan recht, yang sebenarnya tidak demikian halnya. 3
Untuk kata “baar” ada 2 istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara 
literlijk biasa kita terima. Sedangkang untuk kata feit digunakan 4 istilah, yakni 
                                                          
1Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan (Cet.I;Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2002), h.67.
2Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak pidana, Teori-teori 
Pemidanan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana (Cet.I;Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 
h.67.
3 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.69.
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tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara literlijk feit memang lebih pas 
untuk diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan 
dalam perbendaharaan hukum untuk mengartikan dari Istilah overtrading sebagai 
lawan dari Istilah misdrijven (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-
masing dalam buku III dan buku II KUHP. 4
Sedangkang untuk kata “peristiwa”, mengambarkan pengertian yang lebih 
luas dari perkataan perbuatan, karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan 
manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja disebabkan oleh 
adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang 
karena disambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum 
pidana, apabila kematian orang itu diakibatkan oleh perbuatan manusia (pasif maupun 
aktif).5
Untuk Istilah “tindak” memang telah lazim digunakan dalam peraturan 
perundang-undangan, walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketetapannya. 
Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (handelen) semata, 
dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif  (nalaten).6
Sedangkan Istilah delik secara literlijk sebetulnya tidak ada kaitannya dengan 
Istilah strafbaar feit, karena Istilah ini berasal dari kata delictum (latin), yang juga 
dipergunakan dalam perbendaharaan hukum Belanda. Delict, namun isi 
pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan Istilah strafbaar feit. Secara 
                                                          
4 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.69.
5Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.69.
6 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.70
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literlijk, Istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan feit, seperti yang telah 
lama dikenal dalam pembendaharaan hukum di Indonesia.7
Moeljatno menggunakan Istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau 
sebagai “ perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 
ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar 
larangan tersebut”.8
Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti tercermin dalam 
Istilah yang beliau gunakan dan rumusannya, menampakkan bahwa beliau 
memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang 
memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan ini sering disebut 
pandangan dualisme,  juga diaut oleh banyak ahli, misalnya Pompe, Vos, Tresna,
Roeslan Saleh, A.Zaenal Abidin. Sedangkan menurut pandangan Pompe, Yang 
merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu sebenarnya adalah tidak latin daripada 
suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan 
sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Dalam hal ini Vos, merumuskan bahwa 
strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan 
perundan-undangan. Dengan demikian R.Tresna berpendapat bahwa, walaupun 
menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal 
peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi, yang menyatakan sebagai 
berikut :9
                                                          
7Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.70.
8Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.71.
9 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.72
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“peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 
manusia,  yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan 
perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 
penghukuman”.10
Menurut pandangan lain yakni pandangan monisme yang tidak memisahkan 
antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. 
Ada banyak ahli hukum yang berpandangan monisme ini, dalam pendekatan terhadap 
tindak pidana, antara lain, JE Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J van Schravendijk, 
Simons dan lain-lain. Sedangkang J.E Jonkers berpendapat bahwa, yang merumuskan 
peristiwa pidana ialah:11
“perbuatan yang melawan hukum (wederrechttelijk) yang berhubungan 
dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat 
dipertanggungjawabkan”.12
Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu 
perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Sedangkang dalam hal ini 
H.J.van Schravendijk juga berpendapat bahwa merumuskan perbuatan yang boleh 
dihukum adalah 13
“kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum 
sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh 
seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.14
                                                          
10Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.72.
11 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.75.
12 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.75.
13 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.75.
14 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.75.
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Simons, merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum 
yang dengan segaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung
jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.15
B. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan 
1. Pembunuhan Biasa (murder)
Hal ini diatur oleh Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut
“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam 
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.16
Sebagian pakar mempergunakan Istilah “merampas jiwa orang lain”. Setiap 
perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa 
orang lain, menimbulkan beberapa pendapat yakni:
a. Teori Aequivalensi dari von Buri yang disebut juga teori conditiosine qua non
yang menyamarkan semua faktor yang turut serta menyebabkan suatu akibat;
b. Teori Adeequate dari van Kries yang juga disebut dengan teori keseimbangan 
yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat;
c. Teori Individualis dan teori Dr. T. Trager yang pada dasarnya mengutarakan 
bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang 
menyebabkan; sedang menurut teori yang menyebabkan akibat tersebut.17
                                                          
15Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.75.
16Tim Redaksi, Kuhp & Kuhap (Cet.  I;Yogjakarta: Certe Pose, 2014), h. 87.
17Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Cet. 3;Jakarta: Sinar 
Grafika, 2005), h.22.
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2. Pembunuhan Dengan Pemberatan
Hal ini diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan 
pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun 
peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk 
memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, 
diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 
paling lama dua puluh tahun.18
Kata “diikuti” dimaksudkan dikuti kejahatan lain. Pembunuhan tersebut 
dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain.19
3. Pembunhan Berencana
Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas 
nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan 
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, 
paling lama dua puluh tahun”.20
Pengertian “dengan rencana terlebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan
Pasal 340 diutarakan antara lain:
“Dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan 
berpikir dengan tenang dan berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia 
akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.
                                                          
18 Tim Redaksi, Kuhp & Kuhap , h. 87.
19Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, h.29-30.
20 Tim Redaksi, Kuhp & Kuhap , h. 87.
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Mr.M.H Tirtaamadjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain 
sebagai berikut :
“Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimapun pendeknya mengenai penerapan 
“pembunuhan berencana” tersebut.21
4. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya 
Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.
“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat 
anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa 
anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun”.22
5. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana
Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. 
“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut 
akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau 
tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan 
pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun”.23
                                                          
21Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, h.31.
22 Tim Redaksi, Kuhp & Kuhap, h. 88
23 Tim Redaksi, Kuhp & Kuhap, h. 88.
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6. Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri
Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.
“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri 
yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana 
penjara paling lama dua belas tahun”.24
7. Penganjuran Agar Bunuh Diri
Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.
“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya 
dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam 
dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh 
diri”.25
8. Pengguguran Kandungan
Kata “pengguguran kandugan” adalah terjemahan dari kata “abortus
provocateur” yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan “membuat 
keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh Pasal-pasal 346, 347, 
348,  dan 349. 26Jika diamati Pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa 
ada 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yakni:
a. Janin
b. Ibu yang mengandung.
c. Orang ketiga yang terlibat pada pengguguran tersebut.
d. Tujuan Pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin.27
                                                          
24 Tim Redaksi, Kuhp & Kuhap , h. 88.
25 Tim Redaksi, Kuhp & Kuhap , h. 88.
26 Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, h.47
27Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, h.47.
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C. Teori-Teori Pemidanaan 
Adapun teori pemidanaan yang digunakan adalah teori pemidanaan yang 
lazim dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori 
relatif, dan teori gabungan. Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda 
dengan teori pemidanan yang dikenal di dalam sistem hukum Anglo Saxon, yaitu 
teori retribusi, teori inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas.28
1. Teori Absolut
Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat 
sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, 
teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman 
modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk 
menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab 
atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan 
kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah 
balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana 
terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.29 Dalam hal ini teori 
pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak 
pidana. 30
Menurut Johannes Andanaes tujuan (primair) dari pidana menurut teori 
absolut ialah ”untuk memuaskan tuntutan keadilan” (to satisfy the claims of justice), 
sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan 
                                                          
28Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana (Cet. II;Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.186.
29Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.187.
30Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.188.
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keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel 
Kant di dalam bukunya “Philosophy of law” sebagai berikut.31
“Pidana tak pernah melaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk 
mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku sendiri maupun bagi 
masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang 
bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan. Bahkan walaupun seluruh 
anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri pembunuh 
terakhir yang masih berada dalam penjara harus dipidana mati sebagai 
resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus 
dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari 
perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota 
masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang 
sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan 
pelanggaran terhadap keadilan umum”.32
Penganjur teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan “Fiat justitia 
ruat coelum” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus 
menjalankan pidanya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. 
Pengajur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan 
kemerdekaan, sedangkang kejahatan merupakan tantangan kepada hukum dan 
keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas
                                                          
31 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.188.
32Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.188.
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Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan 
pembalasan kepada penjahat.33
Neger Walker memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (retribution) yaitu:
a. Retaliatory retribution, yaitu dengan sengaja membebankan suatu penderitaan 
yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban 
penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya;34
b. Distributive retribution, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang 
dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan;35
c. Quantitative retribution, yaitu pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang 
mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak 
melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang 
dilakukan. 36
Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:
1. Teori pembalasan yang objektif. Yang berorentasi pada pemenuhan kepuasan 
dari perasan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si 
pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu 
bencana atau kerugian yang seimbang.37
2. Teori pembalasan subjektif, yang berorentasi pada penjahatnya. Menurut teori 
ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila 
kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang 
                                                          
33Erdianto Effendi, Hukuman Pidana Indonesia (Cet. I;Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 
h.142.
34Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.188.
35Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.188.
36Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.188.
37 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, h.142
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ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang 
ringan.38
Menurut Helbert L. Packer berpendapat bahnwa ada dua versi tentang teori 
absolut,  yaitu revenge theory dan expiation theory. Revenge theory atau sering juga 
bisa disebut teori balas dendam berpandangan bahwa pidana dianggap sebagai 
pembalasan mutlak atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung 
jawab penuh dari individu pelakunya. Teori ini dilaksanakan misalnya, melalui 
dengan lembaga lex talionis dimana penganiayaan terhadap mata dibalas secara 
setimpal dengan pidana atas mata yang sama. Sedangkang expitation theory atau teori 
tobat, yang berarti bahwa hanya melalui pidana penuh penderitaan seorang pelaku 
kejahatan akan menembus dosanya.39
Sementara itu, Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori 
absolut, yakni:
a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;
b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk 
tujuan lain kesejahteraan masyarakat;
c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan;
d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
e. Pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak 
untuk memperbaiki, mendidik, dan meresosialisasikan sipelaku. 40
                                                          
38 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, h.142.
39Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.425.
40Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.188.
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Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan 
untuk diadakannya pembalasan itu, ialah:
1. Pertimbangan dari sudut ketuhanan
Pandangan dari sudut keagamaan, bahwa hukum adalah suatu aturan yang 
bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintahan Negara sebagai 
abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu Negara wajib memelihara dan 
melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas 
setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya. Keadilan ketuhanan yang 
dicantumkan dalam Undang-undang Duniawi harus dihormati secara mutlak, dan 
barangsiapa yang melanggarnya harus dipidana oleh wakil Tuhan di dunia ini, yakni 
pemerintahan negara. Pemerintahan negara harus menjatuhkan dan menjalankan 
pidana sekeras-kerasnya bagi pelanggaran atas keadilan ketuhanan itu. Pidana adalah 
suatu penjelasan duniawi dari keadilan ketuhanan dan harus dijalankan pada setiap 
pelanggar terhadap keadilan Tuhan tersebut. Pandangan berdasarkan sudut ketuhanan 
ini dianut oleh Thomas Van Aquino, Stahl dan Rambonet.41
2. Pandangan dari sudut etika
Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant. Dalam pandangan Kant bahwa 
menurut Ratio, tiap kejahatan itu haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan 
pidana adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan ethis, adalah syarat etika. 
Pemerintahan negara mempnyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana 
dalam rangka memenuhi keharusan yang dituntut oleh etika tersebut. Pembalasan 
melalui penjatuhan pidana ini harus dilakukan pada setiap pelanggaran hukum, 
walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Karena 
                                                          
41Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.155.
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pembalasan melalui pidana ini didasarkan pada etika, maka teori ini Kant ini disebut 
dengan “de ethische vergeldings theorie”.42
3. Pandangan alam pikiran dialetika
Pandangan ini berasal dari Hegel. Hegel ini dikenal dengan teori dialetikanya 
dalam segala gejala yang ada didunia ini. Atas dasar pikiran yang sedemikian, maka 
pidana untuk mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejadian. Hukum atau 
keadilan adalah suatu kenyataan (sebagai these). Jika seseorang melakukan kejahatan 
atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum 
(anti these), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan 
terhadap pelakunya (synthese) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau 
kembali tegaknya hukum (these). Karena pandangan Hegel ini didasarkan pada alam 
atau pikiran dialetikanya, maka teorinya disebut dengan “de dialetische vergeldeings
theorie”43
4. Pandangan Aesbetica dari Herbart
Pandangan yang berasal dari Herbart ini berpokok pangkal pada pikiran 
bahwa apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasaan 
pada masyarakat. Agar kepuasaan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka 
dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal artinya 
pidana harus dirasakan sebagai penderitaan yang sama berat atau besarnya dengan 
penderitaan korban/masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan itu. Karena 
pandangan Helbart ini didasarkan pada aesthetica, maka disebut dengan “de 
aesthetica theorie”.44
                                                          
42Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.155.
43Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.156
44Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.156.
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5. Pandangan dari Heymans
Pandangan dalam hal pidana yang berupa pembalasan menurut Heymans
didasarkan pada niat pelaku. Karenanya “setiap niat yang tidak bertentangan dengan 
kesusilaan, dapat dan layak diberikan kepuasaan, tetapi niat yang bertentangan 
dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasaan. Tidak diberi kepusaan ini adalah 
berupa penderitaan yang adil. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan 
tidak boleh dicapai orang, dan atas dasar inilah Heymans menerangkang unsur
pembalasan didalam pidana dengan memberi penderitaan kepada penjahat.45
Menurut Leo Polak, pandangan Heymans ini adalah tidak bersifat membalas 
pada apa yang telah terjadi, tetapi penderitaan itu lebih bersifat pencegahan 
(preventif). Teori ini bukan suatu teori pembalasan sepenuhnya.46
6. Pandangan dari Kranenburg
Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan. Dikemukakannya mengenai 
pembagian syarat-syarat untuk mendapatkan keuntungan dan kerugian, maka 
terhadap hukum tiap-tiap anggota masnyarakat mempunyai suatu kedudukan yang 
sama dan sederajat. Tetapi mereka yang sanggup mengadakan syarat istimewa akan 
juga mendapat keuntungan dan kerugian yang istimewa. Tiap orang akan mendapat 
keuntungan atau kerugian sesuai dengan syarat-syarat yang terlebih dahulu 
diadakannya untuk mendapatkannya untuk mendapatkan keuntungan atau kerugian.47
Berdasarkan pemikiran yang semacam inilah, maka apabila seseorang berbuat 
kejahatan yang berarti ia membuat suatu penderitaan istimewa bagi orang lain, maka 
                                                          
45Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.157.
46Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.157.
47Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.157.
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sudalah seimbang bahwa penjahat itu diberi penderitaan istimewa yang besarnya 
sama dengan besarnya penderitaan yang telah dilakukannya terhadap orang lain. 48
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan
Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan 
pelaksanaannya setidaknya harus berorentasi pada upaya mencegah terpidana  
(special preventation) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa 
mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (general preventation)
dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan 
terpidana maupun lainnya.49 Teori relatif atau teori tujuan berpokok bahwa pidana 
adalah alat untuk menegakkan tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata 
tertib itu diperlukan pidana.50 Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu 
kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari 
sudut pandangan  masyarakat itu tadi, maka pidana adalah suatu yang terpaksa perlu 
diadakan. 51
Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu 
untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya . kejahatan. Artinya, 
dipetimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara 
lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan 
ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana 
kepada si penjahat.52
                                                          
48Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.157.
49Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.190.
50Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.157.
51Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.158.
52Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, h.142.
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Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). 
Kalau dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka 
pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud 
mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.53
Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:
a. Untuk menakuti;
Teori ini Anselm von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian 
rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori ini ialah 
hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan 
siksaan.54
b. Untuk memperbaiki;
Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum 
sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak 
akan melanggar pula peraturan hukum (speciale prevensi/pencegahan khusus).55
c. Untuk melindungi;
Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan 
jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi 
dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (general prevensi/pencegahan umum).56
Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai 
suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (prevention of crime) khususnya bagi 
terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali 
                                                          
53Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, h.142.
54Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, h.143.
55Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, h.143.
56Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, h.143.
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bersifat out of control sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana 
secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk 
selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.57
Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:
1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention);58
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai 
tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;59
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si 
pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk 
adanya pidana;60
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan 
kejahatan;61
5. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung 
unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak 
dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk 
kepentingan kesejahteraan masyarakat.62
                                                          
57Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.191.
58Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.191.
59Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.191.
60 Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.191.
61Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.191.
62Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.191.
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3. Teori Gabungan 
Secara teoretis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran 
yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa 
penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga 
dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. 
Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang 
dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana 
kepada seorang tidak hanya berorentasi pada upaya untuk mendidik atau 
memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan 
meresahkan masyarakat.63
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas
pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi 
dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 
golongan besar, yaitu:64
a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak 
boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahankannya tata 
tertib masyarakat.65
b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi 
penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan 
yang dilakukan terpidana. 66
                                                          
63Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.191-192.
64Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.162
65 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.162
66Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, h.162.
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Menurut Helbert L.Packer, terdapat tiga macam teori pemidanaan yaitu:, 
1. Teori retribution, yaitu terdiri dari dua versi. Versi pertama, yaitu revenge 
theory yaitu teori balas dendam. Pemidanaan dilakukan sebagai pembalasan 
semata. Sedangkang yang kedua exapiation theory dimana hanya dengan 
pidana penderitaan seorang pelaku akan kejahatan dapat menembus dosanya, 
teori ini sering dengan teori insyaf. 67
2. Teori Utiltarian Preventation dari dua macam yaitu utilitarian preventation
detterence dan Special detterrence or intimidation.68
3. Behavioral Preventation yang terdiri dari dua macam; 
a. Behavioral Prevention69
b. Behavioral prevention rehablition.70
Pendekatan retribusif meletakkan titik berat gagasannya tentang hak untuk 
menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan karena seseorang untuk menjatuhkan 
pidana yang keras dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas 
perbuatannya, sudah seharusnya ia menerima hukuman yang dujatuhkan kepadanya. 
Revenge theory atau bisa juga dibuat teori balas dendam, meletakkan pembenaran 
pemidanaan kepada kedalaman pengalaman manusia masa lampau setidaknya 
kembali pada asas lex talionis, mata dibalas mata, jiwa dengan jiwa. Expiation theory
atau teori taubat yang berarti bahwa hanya melalui pidana seorang pelaku kejahatan
akan menembus dosanya.71
                                                          
67Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, h.144.
68Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, h.144.
69Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, h.144.
70Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, h.144.
71Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, h.144.
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Deterrence (pencegahan) mempunyai dasar premis bahwa pemidanaan yang
mengakibatkan rasa sakit adalah tidak dibenarkan kecuali hal itu dapat 
memperlihatkan bahwa dengan diberikannya pidana akan memperoleh hal lebih baik 
dibandingkan jika tidak diberikan pidana. Menurut teori intimidasi jika seorang 
menjalani pidana maka akan dia tidak dapat melakukan kejahatan, oleh karena itu 
menurut pandangan ini hukuman berfungsi untuk mengurangi atau meniadakan 
tindakan jahat yang dapat dilakukan oleh orang tersebut. Dasar pemidanaan menurut 
teori ini kapasitas adalah para pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan 
kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi, baik untuk sementara
waktu atau selamanya. Sedangkang menurut teori rehabilitasi tujuan pemidanaan 
adalah untuk merubah kepribadian atau mental si pelanggar hukum, sehingga 
kepribadiannya sesuai dengan hukum.72
Teori terakhir merupakan gabungan dari teori-teori di atas adalah teori 
pembinaan. Teori pembinaan ini lebih mengutamakan perhatiannya kepada si pelaku 
tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini didasarkan 
pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan 
pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.73
Menurut teori ini, tujuan pidana untuk merubah tigkah laku dan kepribadian si 
pelaku tindak pidana agar ia meniggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan 
norma yang berlaku. Dengan kata lain, adalah untuk memperbaiki pelaku tindak 
pidana. Teori inilah yang dianut oleh Rancangan KUHP.74
                                                          
72Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, h.144.
73Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, h.145.
74Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, h.145.
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Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah penting adalah tujuan 
pemidanaan. Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan 
tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih 
dalam tataran yang bersifat teoretis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP 
telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54, yaitu:75
1. Pemidanan bertujuan
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 
pengayoman masyarakat;76
b. Masyarakat terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang 
yang baik dan berguna;77
c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan78
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 
martabat manusia.79
                                                          
75Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.192.
76Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.192.
77Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.192.
78Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.192.
79Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, h.192.
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D. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Nasional dan Hukum 
Islam
1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Nasional
Didalam KUHP menjelaskan bahwa pembunuhan berencana terdapat pada 
Pasal 340 yang megatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana 
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 
rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, 
paling lama dua puluh tahun.80
2. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Islam
Membunuh seorang muslim merupakan tindakan, yang sangat mengerikan. Setelah 
dihukum hadd, si pelaku masih akan disiksa dalam neraka, dimurkai dan dilaknat 
oleh Allah.81
Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa/4:93
                           
  
Terjemahnya:
Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka 
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan 
mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.82
                                                          
80Tim Redaksi, Kuhp & Kuhap (Cet. I;Yogjakarta: Certe Posse, 2014), h.87.
81A. Rahman. I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Cet. I;Jakarta: PT 
RajaGrafindo, 2002), h.299.
82Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: CV  Penerbit Fajar 
Mulya, 2009), h. 93.
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Allah berfirman dalam Q.S al-Nisa’/4: 39 yang menyatakan :
                         
Terjemahnya:
Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan 
hari Kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang telah diberikan Allah 
kepada mereka ? dan adalah Allah Maha mengetahui keadaan mereka.83
Bukan orang dewasa saja, bahkan anak-anak yang masih dalam kandungan 
tidak boleh dibunuh dengan alasan apapun. Kemiskinan dan kelapan bukanlah alasan 
yang membolehkan seseorang membunuh anak-anak.84 Al-qur’an menyebutkan 
dalam Q.S Al’anam/6:  151 sebagai berikut: 
                           
                         
                   
Terjemahnya:
Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu 
yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah 
terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu 
Karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, 
dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak 
di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 
                                                          
83Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 85.
84A. Rahman I.Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah, h.299.
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diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. 
demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).85
Tidak hanya kehidupan manusia, tetapi juga semua kehidupan itu suci. 
Menyembelih hewan untuk dimakan pun diwajibkan membaca doa: “Bismillah, 
Allahu Akbar”. Membunuh janin melalui aborsi sudah menjadi kebiasaan dewasa ini 
dalam kehidupan masyarakat moderen yang kacau balau. Beberapa ahli medis tega 
membunuh janin dalam kandungan karena ingin cepat mendapatkan uang. Orang tua 
dan para dokter yang melakukan tindak kejahatan (menggugurkan kandungan) telah 
berdosa. Janin-janin uang digugurkan ini kelak aka ditanyai Allah degan sangat 
murka pada hari pembalasan :86
Di dalam Q.S al-Takwir/81: 8-9 menjelaskan bahwa :
Q.S al-Takwir/81: 8: 
      
  
Terjemahnya:
Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya.87
Q.S. al- Takwir/81: 9 :
      
  
Terjemahnya :
Karena dosa apakah dia dibunuh.88
                                                          
85Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 148.
86A.Rahman I.Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah, h.300.
87 Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 586.
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Di dunia yang penuh dengan dosa ini, banyak orang tak berdosa merasakan 
ketidakadilan disebabkan oleh direnggutnya kehidupan bahkan tanpa meninggalkan 
jejak, para pelanggar dapat diajukan ke meja pengadilan. Pengguguran kandungan 
dilakukan secara sembunyi, tidak diketahui masyarakat dan di beberapa Negara, 
aborsi dianggap sah. Tindak kejahatan ini dilakukan pada masa silam dan masih terus 
berlangsung sampai saat ini secara samar masyarakat melakukan kejahatan dengan 
kesepakatan rahasia. Di akhirat yang adil, niscaya mereka akan dituntut oleh Allah 
dan korban-korban yang tak berdaya di dunia akan mampu memberi kesaksian pada 
Mahkamah ilahi. Berbagai bukti akan ditampilkan untuk menyikapi tabir tindak 
kejahatan mereka.89
                                                                                                                                                                     
88Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 586.




A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan. 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan 
analisis dengan pendekatan induktif.1 Penelitian hukum pada umumnya mempunyai 
tipe yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif tersebut 
mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam 
masyarakat. Sedangkan pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah 
pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.2
2. Lokasi penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Sengkang, Kabupaten 
Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Dipilihnya Pengadilan Negeri Sengkang sebagai 
lokasi penelitian karena kasus yang dijadikan sebagai bahan penelitian oleh penulis 
dalam penyusunan karya ilmiah tersebut  telah terjadi dan di proses  di Pengadilan 
Negeri Sengkang mengenai tindak pidana pembunuhan berencana.
                                                                  
1Sitti Mania, Metodologi Penelitian  Pendidikan dan Sosial (Cet. I:Alauddin Pers, 2013), h. 
37.
2Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Cet. V  ;Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.105.
44
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini secara mendasar menggunakan pendekatan kasus (case 
aprroach) dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah ratio 
decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai 
kepada putusannya.3 Selain itu, juga digunakan pendekatan syar’i yaitu pendekatan 
dengan menggunakan ilmu syariah terkhusus fiqih Islam yang terkait dengan putusan 
Pengadilan Negeri Sengkang mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang 
dapat dijadikan sebagai titik acuan dalam pembelajaran dan pembahasan dalam 
penyusunan karya ilmiah tersebut.4
C. Sumber Data 
Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai 
berikut :
Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik yang 
diperoleh melalui wawancara, maupun studi dokumentasi terhadap sumber aslinya 
tanpa melaui perantara.5 Dalam hal ini, data primer yang diperoleh oleh penulis 
dalam penelitian tersebut berasal dari Pengadilan Negeri Sengkang. Adapun Sumber 
data primer yang peneliti gunakan adalah informan. Informan yang dimaksud yaitu 
pihak-pihak yang memiliki keahlian, mengetahui atau menguasai permasalahan
tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang yang akan 
dibahas dalam penyususnan karya ilmiah tersebut. Dengan demikian informan 
                                                                  
3Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cet. X; Jakarta: Kencana, 2015), h. 158.
4Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif ( Jakarta: Rajawali, 1985), 
h. 23
5Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, h.106.
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tersebut merupakan 2 hakim Pengadilan Negeri Sengkang dan 1 jurusita Pengadilan 
Negeri Sengkang. Sehingga jumlah informan dalam penelitian tersebut 3 orang.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
No. Nama Informan Jumlah Informan Keterangan
1. Hakim Pengadilan Negeri 
Sengkang
2 orang
3. Jurusita Pengadilan Negeri 
Sengkang
1 orang
                   Jumlah Informan 3 informan
Data sekunder, yaitu data yang berhubungan dengan objek penelitian, resmi, 
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk 
laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder 
diperoleh dari studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data wawancara dan 
studi dekomentasi.6
Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi: 
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu 
putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuataan hukum tetap juga menjadi 
bahan hukum primer.7
                                                                  
6Zainuddin Ali,  Metode Penelitian Hukum  (Cet. I;Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.106.
7Zainuddin Ali,  Metode Penelitian Hukum , h.106.
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b. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang 
terkait dengan objek penelitian ini.8
c. Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai hukum primer atau 
bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, eksiklopedia, majalah, surat  
kabar, dan sebagainya.9
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data. Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi ini menggunakan 
metode pengumpulan data sebagai berikut :
1. Wawancara 
Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (face to face), 
ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan  pertanyaan-pertanyaan yang 
diranang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 
penelitian kepada seorang responden.10 Wawancara ialah proses komunikasi atau 
interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti 
dengan informan atau subjek penelitian.11
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, 
arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.12
                                                                  
8Zainuddin Ali,  Metode Penelitian Hukum , h.106.
9Zainuddin Ali,  Metode Penelitian Hukum, h.106.
10Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Cet.2, Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2004 ), h. 82. 
11 Sitti Mania, Metodologi Penelitian  Pendidikan dan Sosial , h. 184.
12Sitti Mania, Metodologi Penelitian  Pendidikan dan Sosial,  h. 189.
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E. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam 
maupun sosial yang diamati.  Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini,
yang pertama, yaitu pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam 
melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari 
informan yang berupa daftar pertanyaan. Yang kedua, buku catatan dan alat tulis,  
berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Yang ketiga 
handphone yang berfungsi untuk merekam dan memotret jika peneliti sedang 
melakukan pembicaraan dengan informan.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Pengolahan data
Pengolahan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-
data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.
Metode penelitian data dalam penelitian ini adalah:
a. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan mengetahui 
relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan di deskripsikan dalam 
menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan 
memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-keraguan atas data yang 
diperoleh dari hasil wawancara.
b. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian 
kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada 
permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
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2. Analisis data
Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat 
dekskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif 
terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur 
hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi 
atau  makna aturan hukum yang menjadi objek kajian.13
Oleh karena itu penulis dalam penulisan skripsi ini, data yang akan diperoleh 
dari hasil penelitian baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder, 
akan dikelolah dan dipelajari dengan sebaik-baiknya, guna menghasilkan data yag 
akurat dan mudah untuk di pahami.
G. Pengujian Keabsahan Data 
Suatu Penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. Maka 
suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh 
kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu  penelitian bila telah memenuhi 
standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data 
penelitiannya.
Pengujian keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil 
penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan 
yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik yang telah 
dirancang.
                                                                  
13Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, h. 107.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sengkang
Pengadilan Negeri Sengkang merupakan pengadilan yang berlokasi di jalan 
Bau Baharuddin No.9 Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi selatan yang telah 
mengadili kasus tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri 
Sengkang (analisis perspektif hukum pidana Islam). Dalam hal ini, untuk mengetahui 
lebih lanjut gambaran umum Pengadilan Negeri Sengkang, berdasarkan hasil 
wawancara dengan Mustamin yang bertindak sebagai Jurusita di Pengadilan Negeri 
Sengkang, beliau menyarankan agar kiranya membuka website Pengadilan Negeri 
sengkang yang telah disediakan. Dan atas izin tersebut, maka penulis membuka 
website Pengadilan Negeri Sengkang. Sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut :
1. Sejarah dan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sengkang
Pengadilan Negeri Sengkang merupakan sebuah lembaga Peradilan di 
lingkungan Peradilan umum yang berkedudukan di Kabupaten Wajo.Sebagai 
Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Sengkang yang berfungsi untuk 
meerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana dan perdatabagi rakyat pencari 
keadilan di wilayah Kabupaten Wajo.
Kewajiban dan kewenangan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut terdapat 
dalam Pasal 84 ayat 1-4, Pasal 85, dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
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Berdasarkan pasal 84 ayat 1-4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:
a. Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana 
yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
b. Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya. Terdakwa bertempat tinggal, 
berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang 
mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar 
saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada 
tempat kedudukan Pegadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu 
dilakukan.
c. Apabila seseorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah 
hukum Pengadilan Negeri, maka tiap Pengadilan Negeri masing-masing 
berwenang mengadili perkara pidana itu.
d. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan
dilakukan oleh seseorang dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, diadili oleh 
masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan 
penggabungan perkara tersebut.
Berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum 
Acara pidana menyatakan bahwa:
“Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu Pengadilan Negeri untuk 
mengadili suatu perkara, maka asal usul Ketua Pengadilan Negeri atau kepala 
Kejakssan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada 
Menteri Kehakiman untuk meetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain 
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dari pada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang 
dimaksud”.
Berdasarkan pasal 86 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana menyatakan bahwa :
“Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili 
menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
yang berwenang mengadilinya”.
Berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa:
“Pengadilan dilarang meolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 
perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, 
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.Sehingga dapat menarik 
suatu kesimpulan bahwa letak pilar hukum adalah Pengadilan. Karena 
Pengadilan merupakan benteng keadilan dijalankan oleh para hakim. Dalam 
hal ini, hakim sebagai orang Pengadilan yang dianggap memahami hukum.
Para pencari keadilan datang untuk memohon keadilan. Ketika seorang hakim 
tidak menemukan hukum secara tertulis, maka hendaknya wajib menggali 
hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum sebagai 
orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, diri sendiri, masyarakat serta terhadap bangsa dan Negara. 
Meskipun kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka, 
akan tetapi tidak menutup kerja sama atau koordinasi antar Pengadilan. Dan 
dinyatakan untuk kepentingan semua Pengadilan wajib saling memberi
bantuan satu sama lain.
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Adapun daftar nama Ketua Pengadilan Negeri Sengkang dari masa ke masa:
1. Andi Mappamadeng
2. Andi Tahir Hamid
3. Moch Dihar, S.H.
4. A. Mangkona, S. H.
5. Muhammad Hanafi, S.H.
6. Muhammad, S.H.
7. Ketut Tjitarana, S.H.
8. Iskandar Tjakke, S.H.
9. Nasaruddin Tappo, S.H.
10. Mustari, S.H.
11. Bambang Sasmito, S.H., M.H.
12. Abdul Halim Amran, S.H., M.H.
13. Slamet Suripto, S.H., M.H.
14. Slamet Setio Utompo, S.H
15. Sutarno, S.H., M.H.
Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang terdiri dari 176 
desa/kelurahan dan 14 kecamatan. Dalam hal ini, adapun 14 kecamatan yang 











j. Kecamatan Sabbang Paru
k. Kecamatan Sajoanging
l. Kecamatan Takkalalla
m. Kecamatan Tana Sitolo
n. Kecamatan Tempe.
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sengkang 
a. Visi 
"Terwujudnya Pengadilan Negeri Sengkang Yang Agung"
b. Misi 
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sengkang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di 
Pengadilan Negeri Sengkang.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sengkang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sengkang.1
                                                          
1http://www.pn-sengkang.go.id/diakses pada tanggal 5 April pukul 12:35 WITA
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B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Dalam Menjatuhkan 
Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
Sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali 
menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya pidana mengandung tata 
nilai (value) dalam suatu masyarakat mengenai sesuatu hal yang baik, buruk, yang 
bermoral ataupun yang bersifat amoral serta yang diperbolehkan dan sesuatu hal yang 
dilarang.2Dalam hal ini seorang hakim berwenang dalam memutuskan penjatuhan 
hukuman (sanksi) terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Hakim merupakan pejabat 
negara yang diberi tanggung jawab dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku 
tindak pidana. Dalam hal ini, seorang hakim memiliki suatu kekuasaan.
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kata Al-adl 
bahasa Arab adalah bermakna Al-Tawazun atau keseimbangan dan sifat lurus.
Sedangkang kata keadilan dapat berarti, al-hikmah, yaitu menempatkan sesuatu pada 
tempatnya dan tidak melampaui batas.3
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 
Peradilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan 
Agama, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan lain yang berfungsi 
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan Undang-undang. Kedudukan 
para hakim yang dimaksud pada uraian tersebut telah diatur dalam Undang-undang 
Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian perincian 
                                                          
2Haji Shoelehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Cet. I;Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2003), h.55.
3Muhammad Kurdi, Kemandirian hakim Perspektif Hukum Islam (Cet. I;Makassar: Alauddin 
University Press, 2012), h.95-96.
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wewenang dan tugasnya dalam KUHAP, khusus mengenai bidang acara pidana.
Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal dan 
merupakan ciri suatu Negara hukum. The Unniversal Declaration of Human Rights, 
Pada Pasal 10 mengatakan sebagai berikut:
“Everyone is entiled in full equality to a fair and public hearing by an 
independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligation 
and any criminal charge againts him (Setiap orang berhak dalam persamaan 
sepenuhya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh Pengadilan 
yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajibannya 
dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya)”.4
Sebelum menjelaskan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sengkang 
dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
Maka dalam hal ini, penulis terlebih dahulu akan menguraikan pengertian tindak 
pidana pembunuhan berencana serta faktor yang melatarbelakangi sehingga 
terjadinya tindak pidana tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara pada salah satu hakim Pengadilan Negeri 
Sengkang. Yang bernama Syamsuddin Munawir, beliau mengatakan bahwa 
pembunuhan berencana merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan 
dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.5
Menurut Mustamin (Hakim di Pengadilan Negeri Sengkang) mengatakan 
bahwa pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan rencana 
                                                          
4Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Cet. VIII;Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 
h.99.
5Syamsuddin Musawir, Hakim Pengadilan Negeri Sengkang,  Wawancara, Sengkang,  6 
Maret 2017.
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terlebih dahulu, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP. Yang 
menjelaskan bahwa “Baragsiapa dan dengan rencana terlebih dahulu merampas 
nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati 
atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh 
tahun.6
Beliau juga mengatakan bahwa kasus pembunuhan  berencana yang terjadi di 
Pengadilan Negeri Sengkang, pelaku tindak pidananya berasal dari kalangan orang 
dewasa dan dilakukan dengan satu orang.  Pembunuhan berencana ini dapat terjadi 
karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor sosial, ekonomi, maupun faktor 
balas dendam.Akan tetapi, dari ketiga faktor tersebut, yang sering terjadi di 
Pengadilan Negeri sengkang adalah faktor ekonomi. Karena  minimnnya penghasilan 
masyarakat dan kepuasan atas kebutuhan yang meningkat, sehingga seseorang 
tergoda untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya tindak pidana pembunuhan 
berencana.7
Seseorang dalam melakukan tindak pidana tersebut, ia tidak memikirkan 
dampak yang akan terjadi ketika melakukan tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, 
Beliau juga menjelaskan bahwa sebab seseorang melakukan suatu tindak pidana 
karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Sehingga masyarakat 
banyak melakukan pelanggaran terhadap kasus tindak pidana. Mereka tidak 
memikirkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan ketika melakukan suatu tindak 
pidana.8
                                                          
6Mustamin, Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, Wawancara, Sengkang, 8 Maret 2017.
7Mustamin, Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, Wawancara, Sengkang, 8 Maret 2017.
8Mustamin, Hakim Pengadila Negeri Sengkang,Wawancara,  Sengkang, 8 Maret 2017.
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Mustamin (Jurusita di Pengadilan Negeri Sengkang) berpendapat bahwa 
pembunuhan berencana merupakan suatu tindak pidana pembunuhan yang terjadi 
karena adanya perencanaan dari pelaku tindak pidana tersebut.9
Sedangkang menurut hukum Islam, pembunuhan berencana ini adalah suatu 
perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt., dan apabila hal tersebut dilakukan 
akan mendapat balasan dari Allah swt. Terlepas dari perbedaan pandangan para 
fuqaha, mengenai Istilah yang lebih tepat (jinayah ataukah jarimah ), jarimah terbagi 
dalam : (1) Golongan ta’zir, yaitu larangan/ perintah tentang sesuatu hal yang tidak 
dirumuskan secara pasti, termasuk sanksinya, dan pelaksanaan hukumnya bergantung 
pada pihak penguasa, (2) Golongan jarimah kisas atau diyat yang terdiri atas 
pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan tidak sengaja, 
(3) Golongan jarimah hudud yang terdiri dari zina, menuduh orang lain yang berzina, 
meminum minuman keras, merampok, merusak, membuat onar, murtad, dan 
memberontak. Pada hakikatnya, jarimah dapat dipersamakan dengan jenis 
larangan/perintah dalam hukum pidana positif yang dikualifikasikan sebagai bentuk 
perbuatan pidana, atau tindak pidana, atau strafbaarfeit, atau delik.10
Setelah menguraikan pengertian pembunuhan berencana, faktor-faktor yang 
melatarbelakangi tindak pidana dilakukan serta  pelaku tindak pidana tersebut . Maka 
dengan demikian , penulis akan menguraikan tentang dasar pertimbangan hakim 
Pengadilan Negeri Sengkang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 
pidana pembunuhan berencana.
                                                          
9Mustamin,JurusitaPengadilan Negeri Sengkang, Wawancara, Sengkang, 7 Maret 2017.
10Amirullah Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Cet. 
I;Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.160.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan negeri 
Sengkang yang bernama Mustamin, beliau mengatakan bahwa dasar pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan 
berencana, berdasar kepada surat dakwaan dari Jaksa penunutut Umum (JPU) yang 
dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan dasar pemeriksaan, yang kemudian akan 
dibuktikan sesuai alat bukti yang di ajukan dalam proses pembuktian, serta 
keterangan saksi sehingga dapat menarik sebuah fakta hukum.11 Dan kemudian akan 
dipertimbangkan dalam memutus perkara tersebut. Dalam hal ini penulis akan 
menguraikan beberapa makna dari uraian tersebut.
1. Dakwaan
Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan
hal yang dimuat dalam surat tersebut, hakim akan memeriksa perkara tersebut. 
Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan, menurut Nederburg, pemeriksaan 
tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai 
peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas tersebut.12Pasal 143 ayat (2) KUHAP 
menentukan syarat surat dakwaan sebagai berikut:
Surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatanagani serta berisi:
a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,
tempat tinggal, agama, dan pekerjaa tersengka.
b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan 
dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
                                                          
11Mustamin, Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, 8 Maret 2017.
12Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h.167.
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Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah 
melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan 
delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana.13
2. Pembuktian 
Pembuktian secara etimologi berasal dari “bukti” yang berarti sesuatu yang 
menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata “bukti” jika mendapat awalan “pe” dan 
akhiran  “an” maka berarti “proses”, “perbuatan”, “cara membuktikan “. Secara 
terminology pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa 
dalam sidang Pengadilan.14
Menurut Muhammad at Thohir Muhammad ‘Abd al ‘Aziz, membuktikan 
suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat menyakinkan 
orang lain.15
Menurut Sobhi Mahmasoni, yang dimaksud dengan membuktikan suatu 
perkara adalah menganjurkan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas yang 
menyakinkan. Yang dimaksud menyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau 
keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil tersebut.16
Menurut Nash Farid Washil, yang dimaksud dengan membuktikan adalah 
penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa 
suatu perkara guna menetapkan apakah seseorang itu memiliki hak atau tidak.17
                                                          
13Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h.168.
14Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan HukumPositif  (Cet. 
I;Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.25.
15Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan HukumPositif ,h.26.
16Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan HukumPositif ,h.26.
17Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan HukumPositif ,h.26.
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Sedangkan Menurut R. Subekti, pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang 
kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persegketaan.18
Menurut R. Supomo, pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan 
arti yang terbatas. Arti yang luas ialah membenarkan hubungan hukum, yaitu 
misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Pengabulan ini 
mengandung arti, bahnwa hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan 
oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah 
benar. Untuk itu membuktikan dalam arti yangn luas berarti memperkuat kesimpulan 
hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Dalam arti terbatas, pembuktian hanya 
diperlukan apabila apa yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. 
Apa yang terbatas inilah orang mempersoalkan hal pembagian beban pembuktian.19
Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa 
pengertian, yaitu arti logis, konvensional dan yuridis, dengan penjelasan sebagai 
berikut :20
a. Membuktikan  dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak 
karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkingkan adanya bukti lawan. 21
b. Pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yangn bersifat 
nisbi atau relatif.22
                                                          
18Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan HukumPositif ,h.26.
19Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan HukumPositif ,h.27.
20Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan HukumPositif ,h.27.
21Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan HukumPositif ,h.27.
22Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan HukumPositif ,h.27.
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c. Membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada 
hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian 
tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.23
Alat-alat bukti :
Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah :
a. Keterangan saksi
Syarat-syarat seorang saksi
Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi 
tercantum dalam Pasal 186 KUHAP berikut.
1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 
sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 
terdakwa.24
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu 
atau bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan 
anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.25
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama 
sebagai terdakwa.26
b. Keteranga ahli
Keterangan ahli merupakan pendapat seseorang ahli yang berhubungan 
dengan ilmu pengetahuan yangn telah dipelajarinya atas sesuatu hal yang dapat 
dijadikan sebagai bahan pertimbangan.27
                                                          
23Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan HukumPositif ,h.27.
24Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h. 260.
25Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h. 260.
26Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h. 260.
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c. Alat bukti surat
Alat bukti surat terdapat pada Pasal 187 yang terdiri atas 4 ayat :
1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum 
yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan 
tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya 
sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.28
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau 
surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana 
yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian 
sesuatu hal atau sesuatu keadaan.29
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 
keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi 
daripadanya.30
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat 
pembuktian yang lain.31
                                                                                                                                                                     
27Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h. 272.
28Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h.275.
29Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h.275.
30Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h.275.
31Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h.275.
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d. Alat bukti petunjuk
Menurut Pasal 188, Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang 
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan 
tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan 
siapa pelakunya.32
e. Alat bukti keterangan terdakwa
Dalam hal ini, keterangan terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti yang 
berbentuk pengakuan.33
Syamsuddin Munawir (Hakim Pengadilan Negeri Sengkang) mengatakan 
bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana pembunuhan 
berencana berdasar kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang dijadikan 
sebagai proses pemeriksaan, alat-alat bukti yang telah diajukan, saksi-saksi serta hal-
hal yang dapat meringankan dan hal-hal yang dapat  memberatkan terdakwa.34
Dalam hal ini, penulis akan menguraikan salah satu contoh kasus perkara 
tindak pidana pembunuhan berencana yang telah terjadi di Pengadilan Negeri 
Sengkang, mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana menurut Putusan 
Nomor: 16/Pid.B/2015/PN.Skg berdasarkan hasil wawancara dengan Mustamin 
(Hakim Pengadilan Negeri Sengkang) didasarkan kepada:
                                                          
32Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h.277.
33Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h.278.




Berawal dari korban EMMANG Bin MIRE menjaminkan motor atas 
hutangnya kepada terdakwa ANDI PALLAWARUKKA Alias ANDI UKKA Bin 
H.ANDI BAU EBE sebesar Rp. 16.500.00.,- (Enam belas juta lima ribu rupiah). 
Kemudian para terdakwa berangkat menuju Wellang pellang Desa Ajuraja 
Kecamatan Takkalalla. Kabupaten Wajo dengan maksud untuk mengambil motor 
yang menjadi jaminan atas hutang korban EMMANG Bin MIRE tersebut. Saat 
terdakwa II ANDI PALAWARUKKA Alias ANDI UKKA Bin H. ANDI BAU EBE 
dan BASO KUNU (DPO) hendak membawa motor dari rumah orang tua korban 
EMMANG BIN MIRE meneriaki para terdakwa dari luar rumah sehingga terdakwa II 
ANDI PALLAWARUKKA Alias ANDI UKKA Bin H. ANDI BAU EBE dan 
BASO KUNU (DPO) keluar dari rumah dan disusul oleh Terdakwa I 
PALLAWAGAU Alias LAGAU Bin AMBO DAI yang tadinya menunggu di mobil 
kemudian mengejar korban EMMANG Bin MIRE yang sudah berlari ke arah 
persawahan disamping rumah. Saat mengejar korban EMMANG Bin MIRE, BASO 
KUNU (DPO) mengambil badik yang diselipkan dipinggangnya dan menikam 
korban EMMANG Bin MIRE pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali sehingga 
korban EMMANG Bin MIRE terjatuh dan saat Korban EMMANG Bin MIRE 
berusaha berdiri untuk melakukan perlawanan pada saat itulah Terdakwa I 
PALLAWAGAU Alias LAGAU Bin AMBO DAI dan Terdakwa II ANDI 
PALLAWARUKKA Alias ANDI UKKA Bin H. ANDI BAU EBE yang juga 
membawa badik kemudian menikam korban EMMANG BIN MIRE sebanyak 1 
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(satu) kali pada paha dan tangan selanjutnya para Terdakwa melarikan diri dengan 
mengendarai mobil.35
2. Faktor umur
Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang 
menurut Putusan Nomor: 16/Pid.B/2015/PN.Skg menjelaskan bahwa pelaku tersebut 
berasal dari kalangan orang yang sudah dewasa. Karena dalam melakukan tindak 
pidana pembunuhan berencana memiliki resiko yang sangat tinggi.36
3. Posisi dalam keluarga
Posisi dalam keluarga seorang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana 
menurut Putusan Nomor: 16/Pid.B/2015/PN. Skg adalah kepala rumah tangga yang 
mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak. Yang dalam hal ini pelaku tindak 
pidana pembunuhan berencana tersebut sudah dapat dijatuhi hukum37
4. Hal-hal yang memberatkan
Adapun hal-hal yang memberatkan yaitu:
a. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
b. Para terdakwa sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya
c. Perbuatan terdakwa-terdakwa dapat dikualifisir tidak kesatria, ibaratnya lempar 
batu sembunyi tangan, berani berbuat berani bertanggungjawab, bahkan 
menyangkali perbuatannya
d. Para terdakwa berbelit-belit dipersidangan
                                                          
35Mustamin, Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, Wawancara, Sengkang, 8 Maret 2017.
36Mustamin, Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, Wawancara, Sengkang, 8 Maret 2017.
37Mustamin, Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, Wawancara, Sengkang, 8 Maret 2017.
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e. Perbuatan terdakwa tidak dimaafkan oleh keluarga korban EMMANG Bin 
MIRE.38
5. Hal-hal yang meringankan
a. Para terdakwa masing-masing mempunyai tanggungan keluarga yaitu isteri dan 
anak.
b. Para terdakwa sopan selama pemeriksaan di persidangan.39
Dari penjelasan tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 
pembunuhan berencana menurut hukum positif merupakan pembunuhan yang 
dilakukan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Sedangkang 
menurut hukum Islam, pembunuhan berencana merupakan suatu tingkah laku yang 
dibenci oleh Allah swt., karena sudah menghilangkan nyawa orang lain. Dasar 
pertimbangan hakim Pegadilan Negeri Sengkang dalam menjatuhkan pidana terhadap 
pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan kepada surat dakwaan dari 
Jaksa penuntut umum (JPU) yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan proses 
pemeriksaan. Dari kedua tahap tersebut melahirkan bukti-bukti dan keterangan saksi 
yang telah  diajukan terdakwa kepada pihak pengadilan Negeri Sengkang. serta dalam 
hal ini seorang hakim memperhatikan faktor umur pelaku tindak pidana tersebut, 
posisi dalam keluarga serta hal-hal yang dapat meringankankan dan hal-hal yang 
dapat memberatkan terdakwa, sebelum diputuskannya hukuman bagi terdakwa tindak 
pidana tersebut. Sehingga dalam hal ini, pihak Pengadilan Negeri Sengkang dapat 
menarik sebuah fakta hukum.
                                                          
38Mustamin, Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, Wawancara, Sengkang, 8 Maret 2017.
39Mustamin, Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, Wawancara, Sengkang, 8 Maret 2017.
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C. Efektivitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan 
Berencana di Pengadilan Negeri Sengkang.
Putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 
dipertimbangkang dan dinilai dengan sebaik-baiknya, yang dapat berbentuk tulisan 
maupun secara lisan.40 Sebelum kita mengetahui tentang efektivitas putusan hakim 
terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri 
Sengkang, maka penulis akan menguraikan tentang pengertian Peradilan dan proses 
pengambilan keputusan.
Menurut Istilah, peradilan terdapat beberapa pengertian, diantaranya yaitu 
Peradilan (al-qadha’) adalah suatu keputusan produk pemerintah, atau 
menyampaikan hukum syarak dengan jalan penetapan. Dengan demikian, apabila 
dikatakan qadha’ al-qadha, maka berarti al-zama al-haqqa ahlahu. Pengertian ini 
adalah bermaka melaksanakan dan menunaikan perintah agama, dan bukan 
menciptakan hukum.41 Dari uraian tersebut penulis akan menguraikan beberapa 
pengertian hukum.
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang 
mengantar tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota 
masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan darinpihak pemerintah 
dari masyarakat tersebut.42
                                                          
40Leden Marpaung,  Proses Penangan Perkara Pidana (Cet. I;Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 
h.406.
41Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman dalam  Ketatanegaraan Islam (Cet. I;Makassar: 
Alauddin University Press, 2013), h.16.
42Chainur Arrasjid,  Dasar-dasar Ilmu Hukum (Cet. V;Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.21.
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Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-
petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia 
tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan.43
Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memnaksa yang dibuat oleh 
badan-badan resmi dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-
peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukum.44
Kaidah hukum merupakan ketetua atau pedoman tentang apa yang seharusnya 
dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau 
pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku. Sebagian 
pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif.45
Dalam bahasa Arab, peradilan biasa disebut al-qadha’ yang secara etimologis
mengandung beberapa arti, (1) al-firagh, (2) al-ada’, (3) al-hukum, (4) indha al-amr,
(5) al-hatm wa al-ilz.46 Al- qada dikatakan sebagai al-hatm wa al-ilz yang bermakna 
menetapkan, seperti dapat ditemukan dalam QS. Taha (20): 72.
                     
          
                                                          
43Chainur Arrasjid,  Dasar-dasar Ilmu Hukum, h.21.
44Chainur Arrasjid,  Dasar-dasar Ilmu Hukum, h.21.
45Chainur Arrasjid,  Dasar-dasar Ilmu Hukum, h.22.
46Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman dalam  Ketatanegaraan Islam,  h.15.
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Terjemahnya:
Mereka berkata: "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada 
bukti-bukti yang nyata (mukjizat), yang telah datang kepada kami dan daripada 
Tuhan yang telah menciptakan kami; Maka putuskanlah apa yang hendak kamu 
putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di 
dunia Ini saja.47
Faqli artinya putuskanlah, maksudnya hakim memutuskan atas perkara yang 
diperiksanya setelah memperoleh kejelasan pihak yang benar dan yang salah.48
Pemeriksaan suatu sengketa atau perkara di muka Hakim, di akhiri dengan 
suatu putusan atau ponis. Sebagaimana telah diterangkan pada permulaan 
pembicaraan mengenai arti pembuktian, Hakim/Pengadilan itu dalam putusannya 
menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya (yang seharusnya) anatara kedua 
pihak yang bersengketa atau berperkara tersebut.49
Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia 
mempersilahkan penuntut umum membacakan tuntutannya (requisitoir). Setelah itu 
giliran terdakwa atau penasehat hukumnya membacakan pembelaannya yang dapat 
dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat 
hukumnya mendapat giliran terakhir (Pasal 182 ayat (1) KUHAP).50
Tersangka dan terdakwa merupakan sebutan atau status bagi pelaku tindak 
pidana sesuai tingkat atau tahap pemeriksaan. Dinyatakan oleh Pasal 1 butir 14 
                                                          
47Kementerian Agama RI, Al Qur;an  dan Terjemahnya (Surabaya: CV  Penerbit Fajar Mulya,  
2009) , h. 316.
48Halim Talli, Peradilan Islam dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Cet. I;Makassar 
:Alauddin Press, 2011),  h.3.
49R. Subekti, Hukum Pembuktian (Cet. XVIII;Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya, 
2010), h.67.
50Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h.282.
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KUHAP bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, 
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya, 
Pasal 1 butir 15 KUHAP menyatakan, terdakwa adalah seseorang tersangka yang 
dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang Pengadilan.51
Menurut ketentuan tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan 
secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang 
dan turunnya kepada pihak yang berkepentingan.Jika acara tersebut, selesai. Maka 
hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan 
ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang 
karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau 
penasihat hukum dengan memberikan alasannya.52
Putusan Pengadilan Negeri dapat dijatuhkan dan diumumnka pada hari itu 
juga atau pada hari lain sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, 
terdakwa, atau penasehat hukum (Pasal 182 ayat 8). Suatu hal yang sangat penting
tetapi tidak disebut ialah berapa lama penundaan itu dapat berlangsung. Penundaan 
penjatuhan hukuman putusan hakim itu paling lama dapat berlangsung empat belas 
hari.53
Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah 
terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila musyawarah itu diadakan setelah 
terdakwa, saksi, penasehat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan 
ruangan persidangan.54
                                                          
51Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Cet. IV;Jakarta: Sinar Grafika, 2014),h.35-36.
52Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h.282
53Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h.283.
54Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h.283.
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Ditentukan selanjutnya dalam Pasal 182 ayat (5) KUHAP bahwa dalam 
musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari 
hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkang yang terakhir 
mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus 
disertai pertimbangan beserta alasannya.55
Dalam ayat berikut ayat (6) Pasal 182 KUHAP itu diatur bahwa sedapat 
mungkin musyawarah majelis merupakan hasil permuafakatan bulat, kecuali jika hal 
itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka ditempuh dua cara, 
yaitu:
1. Putusan diambil dengan suara banyak
2. Jika yang tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang 
dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dimuka, dicatat 
dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi 
buku tersebut sifatnya rahasia (Pasal 182 ayat (7) KUHAP).56
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri 
Sengkang yang bernama Mustamin. Beliau mengatakan bahwa, jumlah kasus 
pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang sampai saat ini megalami 
banyak perubahan penurunan. Karena dalam hal ini, seorang hakim dalam 
menjatuhkan sanksi (hukuman) bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana 
menerapkan suatu hukuman yang bisa membuat sipelaku jerah melakukan tindak 
pidana pembunuhan tersebut.57
                                                          
55Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h.283.
56Jur Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, h. 282-283.
57Mustamin, Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, Wawancara, Sengkang,  8 Maret 2017.
72
Beliau menjelaskan bahwa dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak 
pidana. Pihak Pengadilan Negeri Sengkang mengacu pada KUHP (Kitab Undang-
undang Hukum Pidana). Karena di dalam KUHP tersebut tertera tentang penjatuhan 
sanksi bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Misalnya pelaku tindak pidana 
pembunuhan berencana. Di dalam KUHP Pasal 340 telah dijelaskan bahwa “Barang 
siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang 
lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana 
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. 58
Syamsuddin Munawir yang merupakan seorang hakim di Pengadilan Negeri 
Sengkang berpendapat bahwa hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap 
pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berpedoman kepada KUHP. Karena di 
dalam KUHP telah dijelaskan secara keseluruhan mengenai tindak pidana yang ada di 
Indonesia.59
Sedangkang menurut hukum Islam, dasar hukum Peradilan pada masa 
pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis, selalu bersumberkan pada Al-Qur’an 
dan Sunnah Rasul, antara lain sebagai berikut :
a. Al-Qur’an 
Al-qur’an adalah sumber rujukan paling pertama dan utama dalam ajaran 
Islam. Ia diturunkan oleh Allah swt., kepada Nabi Muhammad saw., untuk 
disampaikan kepada umat manusia. Hakikat diturunkannya Al-Qur’an adalah menjadi 
acuan moral secara universal untuk memecahkan problema sosial yang timbul di 
tengah-tengah masyarakat. Itulah sebabnya, Al-qur’an secara kategorisn dan termatik 
                                                          
58Mustamin, Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, Wawancara, Sengkang, 8 Maret 2017.
59Syamsuddin Munawir, Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, Wawancara, Sengkang, 
6Maret 2017.
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hadir untuk menjawab masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat sesuai 
dengan konteks dan dinamikanya. Itulah sebabnya Tuhan menurunkan Al-Qur’an 
secara bersngsur-angsur untuk disesuaikan dengan kapasitas intelektual dan konteks 
masalah yang dihadapi oleh umat manusia.60
Adapun ayat-ayat yang berkaitan pentingnya hakim menyelesaikan perkara 
dan memutuskan hukum secara benar dan adil, antara lain sebagai berikut :
Allah berfirman dalam Q.S al-Nisa’(4) : 58

               
            
Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha Melihat.61
Allah berfirman dalam Q.S al-Nisa’(4) : 105
                
 
                                                          
60Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman dalm Ketatanegaraan Islam,  h. 20.
61Kementerian  Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 87.
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Terjemahnya:
Sesungguhnya kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa 
kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah 
wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak 
bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.62
Allah berfirman dalam Q.S al-Nisa’(4) : 135
                      
                     
          
Terjemahnya :
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak 
keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu 
bapa dan kaum kerabatmu.jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu 
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin 
menyimpang dari kebenaran.dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau 
enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala 
apa yang kamu kerjakan.63
Allah berfirman dalam Q.S al-Maidah (5) : 48.
                      
                
              
                                                          
62Kementerian  Agama RI,  Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 95.
63Kementerian  Agama RI,  Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 100.
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               
   
  
Terjemahnya :
Dan kami Telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, 
membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan 
sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah 
perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang 
kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang 
terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat 
(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, 
Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali 
kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu 
perselisihkan itu.64
b. Sunnah
Sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-qur’an, dan merupakan 
penjelas terhadap ayat-ayat al-qur’an yang kurang jelas, dan terperinci. Menurut para 
ahli hadis, sunnah identik dengan hadis, dan mereka mendefinisikannya dengan 
segala perkataan, perbuatan, taqrir, sifat, keadaan, tabiat, dan sirah Nabi Muhammad 
saw., baik yang berkaitan dengan masalah hukum maupun masalah lainnya.65
Dari uraian tersebut, menurut hemat penulis. Bahwa efektivitas putusan hakim 
terhadap tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang sudah 
berjalan sesuai prosedur yang telah ada dan dalam pengambilan suatu putusan 
mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap tindak pidana pembunuhan 
berencana, pihak Pengadilan Negeri Sengkang mengacu pada KUHP (Kitab Undang-
undang Hukum Pidana) dan menurut hukum Islam dalam pengambilan suatu 
                                                          
64Kementerian  Agama RI,  Al Qur’an dan Terjemahnya, h. 116.
65Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman dalam Ketatanegaraan Islam,  h.29.
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keputusan penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berdasar 
kepada Al-qur’an dan Sunnah.
D. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Di Pengadilan Negeri 
Sengkang Perspektif Hukum Pidana Islam
Pandangan hukum Islam mengenai tindak Pidana yang dilakukan oleh 
seseorang. Misalnya pembunuhan, merusak tubuh, dan merusak harta benda. Tingkat-
tingkat hukuman ditetapkan secara terperinci bagi pembunuhan. Dengan kata lain 
terdapat tingkatan-tingkatan bagi kelayakan untuk dikenakan hukuman, dan di pihak 
lain ada beberapa macam-macam sanksi hukum dimana dibedakan antara hukum 
pembalasan (kisas, qawat), penyerahan diri kaffarah), denda uang (diyat) yang dapat 
dibayar baik oleh penjahat itu sendiri maupun oleh pihak keluarganya (aqilah).
Dalam hukum Islam dibedakan :
1. Niat yang disengaja (amd, qasd) yang berarti menggunakan alat yang dapat 
mematikan, ini mengakibatkan hukuman pembalasan, tetapi bukan kaffarah.
Wali al-dam adalah kerabat dekat yang mempunyai hak untuk menutut 
pembalasan, boleh menghapuskannya, baik dengan memaafkan (afwan)
ataupun dengan jalan damai (sulh) kepada si penjahat melalui tebusan uang, 
dan si penjahat harus juga melakuka kaffarah.66
2. Setengah disengaja (syibh al-‘Amd), yakni perbuatan disengaja tetapi tanpa 
mempergunakan alat yang mematikan. Ini mengakibatkan dilaksanakannya 
kaffarah oleh si pembunuh dan membayar uang tebusan yang lebih berat oleh 
kerabatnya (aqilah).67
                                                          
66Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h.233.
67Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h.233.
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3. Pembunuhan yang langsung (katl’), dan kasus-kasus yang dikaitkan dengan 
kesalahan, ini mengakibatkan hukuman yang sama tetapi uang tebusan yang 
normal.68
4. Pembunuhan yang tidak langsung (qatl bi al-sabab), lawan dari yang 
langsung, ini mengakibatkan pembayaran uang denda yang normal oleh 
aqilah, tetapi tanpa kaffarah.69
Ketentuan berikut ini berlaku bagi pembunuhan jika masalahnya berupa 
menyakiti fisik. Ada beberapa kasus pembunuhan dengan amd di mana tak dikenakan 
pembalasan tetapi si pelaku harus membayar uang denda yang lebih berat. Ini berlaku 
bagi bapak yang membunuh keturunanya sendiri dan bagi tuan membunuh budaknya 
sendiri atau budak keturunanya. Jika terdapat beberapa orang pelaku dan satu di 
antara mereka dikecualikan dari pembalasan karena alasan tertentu, maka pelaku-
pelaku lainnya pun harus dikecualikan juga, tetapi harus membayar uang denda yang 
lebih berat.70
Denda uang yang lebih berat juga harus dibayar oleh siapa yang membunuh 
orang yang tidak waras (gila) atau membunuh anak-anak dengan sengaja (‘amd)
untuk membela diri. Dalam kasus tertentu, membela diri tidak diakui karena orang 
gila dan anak-anak bukan mukallaf, karena itu mereka tidak bertanggung jawab atas 
tindakannya. Mereka juga tidak cakap untuk berbuat ‘amd dan pembunhan yang 
mereka lakukan tidak lebih dari kesalahan. Dengan ketentuan khusus, aqilah, mereka 
                                                          
68Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h.234.
69Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), h.234.
70Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, h.234.
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harus juga melaksanakan kaffarah untuk mereka, dan mereka tidak dikeluarkan untuk 
mendapat warisan.71
Mengenai perbedaan antara ‘amd dan shibg al-‘amd dibahas dengan cara-cara 
penuh pertimbangan yang peneranganya harus dipandang sebagai hal yang tak dapat 
diletakkan, dengan cara membunuh yang dimasukkan ke dalam salah satu kategori. 
Membakar sampai mati merupakan tindakan ‘amd, mencambuk sampai mati 
dipandang tindakan shibh al-‘amd, membunuh dengan meneggelamkan dan 
mencekik adalah hal yang kontrofersia.72
Dalam hal pembunuhan al-khata’, dibedakan apakah itu dilakukan dengan 
keengajaan (fi al-Qasd), misalnya jika seseorang menembak seseorang karena dia 
menyangka orang itu seekor binatang, atau karena kesemberonoan bertindak. 
Misalnya jika seseorang menembak satu sasaran dan secara kebetulan mengenai 
seseorang, atau apakah perbuatan itu dapat dihubungkan dengan kesalahan, misalnya 
jika seseorang membalikkan diri dalam tidurnya kermudian menindih orang lain 
sehingga menyumbat nafasnya. Konsep kecerobohan tak dikenal dalam hukum Islam.
Sebab tak langsung, hanya menimbulkan tanggung jawab jika sebab itu berasal dari 
tindakan orang-orang tidak berwenang.73
Hukuman mati, kisas, atau diyat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan 
pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan jiwa, kehormatan, dan 
perlindungan terhadap agama, hal ini diuraikan atau dijelaskan sebagai berikut:74
                                                          
71Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, h.234.
72Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, h.235.
73Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, h. 235.
74Ambo Asse, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif  Nabi SAW (Cet.I; Makassar: Alauddin 
University Press, 2012), h.81.
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a. Orang yang menghilangkan jiwa seseorang tanpa alasan yang benar atau 
dibenarkan agama, maka sanksi hukuman yang diancam atau  patut dijatuhkan 
kepadanya adalah hukuman kisas (hukuma mati).75
Sebagaimana telah dijelaskan dalamQ.S al-Baqarah/2: 178 sebagai berikut :
                       
                       
               
  
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisas berkenaan dengan 
orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan 
hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu 
pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara 
yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang 
memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu 
keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. barangsiapa yang melampaui batas 
sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.76
Q.S al-Baqarah/2: 179 sebagai berikut :
                
Terjemahnya ;
Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang 
yang berakal, supaya kamu bertakwa.77
                                                          
75Ambo Asse, Hak Asasi Manusia, h.82.
76Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.27.
77Kementerian  Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.27.
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Q.S al-Baqarah/2: 194 sebagai berikut :
                 
               
Terjemahnya:
Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku 
hukum kisas oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, Maka seranglah 
ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan 
Ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.78
b. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya (sesama muslim) 
lalu meninggal, maka diancam dengan hukuman kisas, yakni menjatuhkan 
hukuman sesuai perbuatannya.79
c. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya (sesama muslim) 
mengakibatkan luka atas hilangnya anggota tubuhnya, maka diancam dengan 
hukuman kisas, yakni menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya.80
d. Orang yang sudah menikah atau yang terikat dengan sebuah pernikahan, 
termasuk janda atau duda yang melakukan perbuatan zina sekalipun mereka 
sama-sama senang atau rela asama rela, maka dincam dengan sanksi bagi 
mereka adalah hukuman rajam (hukuman mati).81
Dari uraian tersebut, menurut hemat penulis, kisas ialah mengambil 
pembalasan yang sama. Kisas  itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat 
                                                          
78Kementerian Agama RI, Al-Qur’andan Terjemahnya, h. 30.
79Ambo Asse, Hak Asasi Manusia, h.82.
80Ambo Asse, Hak Asasi Manusia, h.82.
81Ambo Asse, Hak Asasi Manusia, h.82.
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kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) 
yang wajar. Pembayaran diat diminta dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak 
yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, tanpa 
menangguh-nangguhkannya. Bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan 
hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si 
pembunuh setelah menerima diat, maka terhadapnya di dunia diambil kisas dan di 
akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Dengan demikian, ancaman pidana bagi 
pelaku pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang Perspektif Hukum 
Pidana Islam didasarkan kepada jenis kasus yang dilakukan oleh pihak terdakwa, 
karena dalam hal ini, ketika seorang terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan 






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut:
1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam 
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan 
berencana berdasar kepada surat dakwaan sebagai dasar pertimbangan dan 
pemeriksaan, dan kemudian akan dibuktikan sesuai alat bukti yang 
diajukan dalam proses pembuktian, dan keterangan sanksi. serta dalam hal 
ini seorang hakim memperhatikan faktor umur pelaku tindak pidana 
tersebut, posisi dalam keluarga serta  hal-hal yang dapat meringankankan 
dan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa, sebelum diputuskannya 
hukuman bagi terdakwa tindak pidana tersebut. Sehingga dalam hal ini, 
pihak Pengadilan Negeri Sengkang dapat menarik sebuah fakta hukum.
2. Efektivitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan 
berencana di Pengadilan Negeri Sengkang sudah berjalan sesuai dengan 
aturan yang berlaku didalam KUHP (kitab Undang-undang Hukum 
Pidana), karena dalam hal ini, hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam 
memutuskan suatu perkara tindak pidana pembunuhan berencana
berdasarkan kepada Pasal 340 KUHP (kitab Undang-undang Hukum 
Pidana).
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3. Menurut pandangan hukum pidana Islam, Kisas  itu tidak dilakukan bila 
yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh yaitu 
dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. Pembayaran diat diminta 
dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang 
membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, tanpa menangguh-
nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan 
hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh 
si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil 
kisas dan di akhirat dia mendapat siksa yang pedih. Dengan demikian, 
anacaman pidana bagi pelaku pembunuhan berencana di Pengadilan 
Negeri Sengkang Perspektif Hukum Pidana Islam didasarkan kepada jenis 
kasus yang dilakukan oleh pihak terdakwa, karena dalam hal ini, ketika 
seorang terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana berarti 
dia harus dihukum kisas sebagaimana yang terdapat dalam peraturan 
hukum Islam.
B. Implikasi
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka implikasi dari bab akhir 
skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Diharapkan dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini, diadakan 
suatu pengkajian pemahaman hukum dikalangan masyarakat, karena 
minimnya pemikiran dan pemahaman hukum dikalangan masyarakat. 
Sehingga menciptakan suatu tindak pidana.
2. Diharapkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan 
Negeri Sengkang memperhatikan prosedur dalam beracara di Pengadilan 
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Negeri Sengkang, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berperkara di 
Pengadilan Negeri Sengkang.
3. Bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri 
Sengkang agar kiranya memperhatikan dampak terhadap sanksi pidana yang 
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Pegawai Pengadilan Negeri Sengkang
1. Apa pengertian pembunuhan berencana?
2. Siapa pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri 
Sengkang??
3. Apa yang melatarbelakangi sehingga terjadi pembunuhan berencana di 
Pengadilan Negeri Sengkang??
4. Bagaimana perkara tersebut diproses di Pengadilan Negeri Sengkang?
5. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 
pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?
6. Bagaimana efektivitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana 
pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sengkang?
7. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana di Pengadilan 
Negeri Sengkang  Perspektif  hukum pidana Islam?
8. Apa tujuan diterapkannya konsep pemidanaan di Pengadilan Negeri 
Sengkang?
9. Bagaimana solusi dalam penanggulangan tindak pidana pembunuhan 
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